
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 86 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5280); 

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

 

15. Undang-Undang 
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15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

 

20. Peraturan 

 



- 4 - 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5351); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 

26. Peraturan 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 

34. Peraturan 
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34. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 

Bergulir pada Pemerintah Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

43. Peraturan 
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); 

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 

Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 36); 

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana 

Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 61); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); 

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 

 

50. Peraturan 
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50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 2 Seri A); 

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2018 Nomor 1 Seri A); 

52. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Ketujuh atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 50 

Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2017. 

   

Pasal 1 

 

  Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah  Rp 17.324.302.664.424,22 

2. Dana Perimbangan  Rp 12.494.048.645.633,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp        45.679.701.449,00 

Jumlah Pendapatan Daerah  Rp 29.864.031.011.506,22 

b. Belanja Daerah 

1. Belanja Tidak Langsung    

a) Belanja Pegawai Rp   5.677.525.981.400,51  

b) Belanja Bunga Rp             872.130.814,87 

c) Belanja Subsidi Rp        29.655.626.000,00 

d) Belanja Hibah Rp   6.424.967.007.189,05  

e) Belanja Bantuan Sosial Rp          5.004.632.440,56 

 

f) Belanja 
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f) Belanja Bagi Hasil kepada  

Provinsi/Kabupaten/Kota dan  

Pemerintahan Desa Rp    6.073.122.184.703,00  

g) Belanja Bantuan Keuangan  

kepada Provinsi/Kabupaten  

/Kota dan Pemerintahan Desa Rp    1.155.579.574.823,00  

h) Belanja Tidak Terduga Rp         52.176.557.330,00  

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp  19.418.903.694.700,99 

b. Belanja Langsung     

a) Belanja Pegawai  Rp      594.491.324.565,00 

b) Belanja Barang dan Jasa  Rp   5.774.683.932.590,45 

c) Belanja Modal  Rp   3.090.055.683.753,90 

Jumlah Belanja Langsung  Rp   9.459.230.940.909,35 

Jumlah Belanja Daerah   Rp 28.878.134.635.610,34 

Surplus  Rp      985.896.375.895,88 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan  Rp   1.987.388.340.478,71 

2. Pengeluaran  Rp      208.333.333.333,36  

Jumlah Pembiayaan Neto  Rp   1.779.055.007.145,35  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan  Rp  2.764.951.383.041,23 

   

Pasal 2 
 

  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I. 

   

Pasal 3 
 

  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi APBD. 

   

Pasal 4 
 

  Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II. 

   

Pasal 5 
 

  Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal 6 
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  Pasal 6 

 

  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur. 

   

  Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal  28 Agustus 2018 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  28 Agustus 2018 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 86 SERI E. 

 

 


